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PERATURAN NAGARI
NOMOR: 8 TAHUN 2021

RENCANA

ooa.

DENGAN RAHMAT T
WALI NAGARI KOTO N

TENTANG
KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022
UHAN YANG MAHA ESA
AN TIGO IV KOTO HILIE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuarn pasal 79 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan
Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
a dengan mengacu pada

g Desa, Pemerintah

sesuai dengan kewenanganny

perencanaan pembangunan Kabupaten;
aksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-

Bahwa untuk mel
Pemenntah

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten,

bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari)

. Koto Nan Tigo IV Koto HilieKecamatan Batang Kapas Tahun

2020 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja
Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Koto Nan Tigo IV Koto
Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari)

Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun

2022;
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Lingkungahn Daeraly Provinst Sumatera Tergal [

Negara Republik Indoneaia 11256 Nomor

Undang Drt Nomor 21 Fahiun 1957 | [rmbharan
' e Undang

i . e Koamone 7
Republik Indoneia Tahun 957 RNomor 74

Nomor 58 Tahun 1058 [ Lembaran
118 Tambahan, Lembaran

9
fegafee

Negara Hem 1kl

Undang

[ndonesia Tahun 1958 Nomor

Negara Republik Indonesia Nomor 1643).

Nomor 28 Tahun
g bersih dan Bebas dari

Undang-undang 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [
Indonesia Tahun 1999 Nomor 7o,
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

hun 2004 Tentang Sistem

Lembaran Negara Republik

tambahan Lembaran

Undang - Undang Nomor 25 Ta

Perencanaan Pembangunan Nasional;
2011 tetang

(Lembaran

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomorl68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
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15.

16.

yy 47

% P e
Y 3.4
i a1 § % = %y [
(R har atas § 3 i &
24 3 tentang e £ § -
Nomor 6 Tahun 1 tentangilesa ’ 3
Republik Indonesia Tahun 2014 Nor 3 :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor Y539
111 Tahun 2014 fentang

Peraturan Menterni Dalam Nomor
pedoman Teknis Peraturan di Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor {14 Tahun 20614

Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

44 Tahun 2016 Tentang KewenanganDesa;

Peraturan Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor |
Tahun?2017;tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negert

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

Peaturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
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18.

19.

20.

21

Propinsi Sumatera

2019 tentangNagari (Lembaran Daerah

Barat Tahuin 2019 Nomor )
aten Pesisir Selatan Nomor 2

Peraturan Daerah Kabup
Lembaran Daerah Kabupaten

tentang Nagari (

Tahun 2016
n 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran

pesisir Selatan T ahu
Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 13}

turan Daerah Kabupaten Pe
Rencana Pembangunan Jangka

Para sisir Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-

2021);

Peraturan Bupati Pesisir Gelatan Nomor 64 Tahun 2016

tentang SOTK Nagari;
18 Tahun 2017 tentang

a Milik Nagari
un 2017);

Peraturan Bupati Nomor

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usah
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tah

Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang

Rancangan Penyusunan Renca
Menengah (RPJM-Nagari) Tahun 2
Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022.

na Pembangunan Jangka
022 - 2027 dan Rencana
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MEMUTUSKAN

PERATURAN NAGARI KOTO NAN TG0 IV EOTO WILIE
: PEMERINTAMN (ARP) NAGARI TAHUS

TENTANG RENCANA KER.TA
ANGOARAN 2022

RAR
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Nagari ini vang dimaksud :

oto HilieKecamartan Batang Rapas

Nagari adalah Nagari Koto Nan Tigo IV K
Kabupaten Pesisir Selatan.

pemerintah Nagari adalah Pe
HilieKecamatan Batang Kapas K

merintah Nagari Koto Nan Tige IV Koto
abupaten Pesisir Selatan.

Wali Nagari adalah Wali Nagari Nagari Koto Nan Tigo [V Koto HilieKecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urus ‘
Nagari oleh Pemerintah Nagan

kepentingan masyarakat

Permusyawaratan (Bamus) Nagari.
Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu ol
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari di

Selatan.
Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah

Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
dalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wal Nagari

an pemerintahan dan
dan Badan

eh perangkat Nagart
Kabupaten Pesisir

Peraturan Nagari a

dan Badan Musyawarah Nagari.

Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan
dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali

merupakan pelaksanaan

Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat
untuk periode 6 (enam) tahunan

RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan
yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan

keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan,

disertai dengan rencana kerja.
h Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari
k periode 1 (satu) tahun yang merupakan
t rancangan kerangka ekonomi
danaan yang dimutahirkan,

Rencana Kerja Pemerinta
adalah dokumen perencanaan untu
penjabaran dari RPJM-Nagari yang memua
Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pen
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

reficann ketin dan pendannan aefta

program prionias Pembangunan Naugan,
oleh Pemeniataly Magarn

prakiraan maju, baik yang dilnksanakan langaung
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipast masyarakal dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMMN
adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan,

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah

anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk
menggerakkaﬁ masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat

dan pembangunan partisipatif.
rencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat

dalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
leh para pemangku kepentingan nagari (pihak
tasi permasalahan dan pihak yang akan terkena

Musyawarah Pe
Musrenbang Nagari a
secara partisipatif 0
berkepentingan untuk menga
dampak hasil musyawarah).
Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang
ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,
keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB

Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang

dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yvang diterima kabupaten /kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang

meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan

kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

menggambarkan situasi yang
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aesuntu yang harus dilaksanakarn acbiicggs

Misi adalah pernyataan tentang it
an efisien.

Visi dapat terwujud secara efektif d

RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (a4t
A9 N il = d e

tahun.

RKP Nagari me PB Nagari.

niadi dasar penetapan A

BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan

: tapan RKP Nagari
R min T ¥ ari Koto Nan Tigo IV Koto HilieKecamatan

pembangunan Tahunan di Nag
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun ANGGARAN 2022,

Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari
dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP NAGARI

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan

dalam musyawarah Nagari .
Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari.

Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan

yang masuk ke N agari.

P Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana

Tim penyusunan RK
an berikutnya

kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 {satu) tahun anggar
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi
tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian :

a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh
nagari;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui
kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh
Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

P S e e
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ang terdiri atas unsur perangkat Nagari

. pelaksana kegiatan nagari y
dan/atau unsur masyarakat nagart;
f Rancangan RKP nagari dilampiri

anggaran biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana

Pemerintahan Nagari harus memperhatikan

Nagari, ]
2 i berkembang di masyarakat yang

7. Dalam menyusun RK i
pirasi yang

dengan sungguh—sungguh as
diwadahi oleh LPMN.

Pasal 5

engusulkan prioritas program dan kegiatan

i i kepada Pemerintah
embangunan Nagarl dan pembangunan kax.wasan Nagari ,
}p)emerinf;;h daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
an kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

daftar usulan RKP Nagari.

1. Pemerintah Nagari dapat m

g 3. Usulan prioritas program d
dituangkan dalam rancangan

Pasal 6

ari melaksanakan

rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nag
rancangan RKP

1. Setelah menerima
dan menyepakati

Musrenbang Nagari untuk membahas

Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur

masyarakat.
Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

@ 4. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang
dihadiri oleh BAMUS NAGARI dan Pemerintah Nagari serta LPMN dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas

rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang

dimaks.ud dalam ayat (4), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta
memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk

mengundangkan dalam Lembaran Nagari.




BRAR | PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang
1 2 Dasar Hulkum
1 3 Maksud, Tuuan

1.4 manfaat T o
BAR 11 GAMBARAN UMUM KERBIJAKAN KEUANC AN NAGARI

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
22 Arah Kebijakan Belanja Nagan

2.3 Pembiayaan -
BAB 11l EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUN AN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun

Sebelumnya .
3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
3.4 ldentifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Nagari

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Tahunan Nagari
4.2 Proritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten,

Provinsi,dan Pusat
4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
Pasal 8

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2022 merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan N agari Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)}, Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah
Nagari.




BAB VI o
1SI DAN URATAN RKP NAGARI

Pasal 10

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercanturm
g tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

dalam Lampiran sebagai bagian yan

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

elakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

wali Nagari m R
Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Perencanaan RKP

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :
cana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
; atau

1. terjadi peristiwa khusus, seperti ben
merintah, Pemerintah Daerah

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pe
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 13

2,

ahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan

Perub
an selanjutnya ditetapkan dengan

disepakati dalam Musrenbang Nagari d
Peraturan Nagari.
Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagari Tahun

ANGGARAN 2022.
Pasal 15
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahumya, memerintahban  pengundangan
Nagarn ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagar

Pryaturan

Ditetapkan & Kastrs Man Tigo
Pada TNH;{E:I! - 11 Mavember 20029

WALLBAGARI KOTO NA?

Diundangkan di : Koto Nan Tigo
Pada Tanggal : 11 November 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

FITMAWATI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE TAHUN 2022 NOMOR 7

N TGO

e



